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ABSTRAK

Bagi pegawai atau pekerja, pensiun biasanya diartikan sebaga berakhirnya
masa kerja karena telah mencapai usia tertentu yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan. Namun dalan implementasinya kerap adanya kurang sesuai
dengan peraturan yang ada sehingga Penelitian yang berjudul Pengaturan Pensiun
Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang Adapun jenis Jenisspenelitian hukumnya adalah penelitian
hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung Pengaturan
Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang.

Penelitian ini mengurailkan Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta
Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Di dapat
hasil penelitian’ berupa Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta di indonesia
berdasarkan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yaitu Tanggung jawab
negara bahwa negara menjamin kesejahteraan warga negaranya telah dituangkan
dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun'1945, untuk memenuhi hak setiap warga negaranya atas jaminan
sosial guna memenuhikebutuhan dasar hidup yang |layak dan untuk mewujudkan
masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Salah satu upaya yang dilakukan
perlindungan tenaga kerja sektor informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan
yaitu mendukung kepesertaan dari Program Penyelenggaraan Jaminan Sosia
Ketenagakerjaan.

Kata kunci: Pengaturan, Pensiun dan Pekerja Swasta
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ABSTRACT

For employees or workers, retirement is usually interpreted as the end of
the working period because they have reached a certain age determined by
statutory regulations. However, in its implementation there is often a lack of
compliance with existing regulations, so the research entitted Pension
Arrangements for Private Workers Based on the Law of the Unitary Sate
Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Determination of
Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job
Creation Becoming Law. The type offlegal research is normative legal research,
namely research carried out directly. Private Worker Pension Regulations Based
on Sate Law Unitary Republic of Indonesia. Number 6 of 2023 concerning the
Sipulation of Government’ Regulations ‘in Lieu of Law Number 2 of 2022
concerning Job Creationinto Law.

This research describes the Pension Arrangements for Private Workers
Based on the Law of the Unitary State of the Republi¢ of Indonesia Number 6 of
2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law
Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. The research results were
obtained in the farm of Private Worker Pension Arrangements in Indonesia based
on Number 6 of 2023 concerning Job Creation, namely the state's responsibility
that the state guarantees the welfare of its citizens as stated in Article 28H
paragraph (3) and Article 34 of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia. , to fulfill the rights of every citizen to social security in order to fulfill
the basic needs of a decent life and to create a prosperous, just and prosperous
society. One of the efforts made to protect informal sector workers is supporting
participation in the Employment Social Security.lmplementation Program.

Keywords: Arrangements, Pensions and Private \Workers
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Pensiun merupakan suatu hal yang pasti dialami oleh setiap pegawai
negeri sipil atau swasta yang sudah memasuki usia non-produktif atau usia
senja dan sudah berkurang frekuensi. aktivitas yang bisa dilakukannya. Bagi
seorang pegawal atau pekerja swasta ketika ia pensiun maka ia harus berhenti
bekerja pada usia tertentu. Pensiun atau jaminan hari tua merupakan upaya
negara atau perusahaan untuk menghasilkan pendapatan bagi pegawai negeri
sipil atau pekerjaswasta atau karyawan yang telah memberikan jasanya kepada
negara atau perusahaan.t

Bagi pekerja, pensiun biasanya diartikan sebagal berakhirnya masa kerja
karena telah mencapal usia tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan..Usia.ini tergantung pada peraturan masing-masing.tempat kerja dan
jenis kuaifikasinya. Adayang pensiun pada usia 46 tahun, 55 tahun, 56 tahun
atau 58 tahun, 60 atau 65 tahun, bahkan ada yang pensiun pada usia 70 tahun
pada posisi tertentu.?"Menurut Mangkunegara, pensiun adalah pemberhentian
dengan hormat pegawa negeri Sipil atau pekerja swasta atau pemberhentian
seseorang yang telah mencapai akhir hayat, dinyatakan tidak mampu, atau telah
mencapal usia 56 tahun. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpukan

bahwa pensiun adalah berakhirnya masa kerja karena undang-undang atau

1 Prof. H.Mohammad Nasir, ph.d.,AK,Buku 6 Program Pensiun,Jakarta, 2016,him.15
2 |bid HIm 20



kontrak bagi pekerja swasta suatu perusahaan yang telah mencapai usiatertentu
atau telah bekerja dalam jangka waktu tertentu.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pensiun pekerja swasta memiliki
ketentuan yang berbeda-beda antara lain, batas usia, hak dan perhitungan dana
pensiunnya. Diantara pengaturan yang mengatur mengenai pengaturan pensiun
pekerja swastaitu meliputi : (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosia Nasienal, (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal, (4) dan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomar 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan
diatur tentang berbagai aspek ketenagakerjaan termasuk ketentuan tentang
pesangon.dan. jaminan hari tua untuk pekerja yang.memasuki_usia pensiun.
Undang-Undang Nomor 40. Tahun 2004, membahas tentang Sistem Jaminan
Sosiad Nasiona. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
diatur mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola program jaminan
pensiun bagi pekerjaswasta.

Sementrara itu pada Tahun 2023, pemerintah mengesahkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dimana

Undang-Undang ini mengatur upaya cipta kerja yang diharapkan mmampu

3 Hanif Rahmat Saputra, e-Proceeeding of Manageement: Vol.3, No.3 December 2016



menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya ditengah persaingan
yang kompetitif dan tuntutan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terbaru ini berdampak pada
pengaturan pensiun pegawa swasta yang telah diatur sebelumnya. Sehingga
peneliti ingin membahas mengenai Pengaturan Pensiun Pekeerja Swasta
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi WUndang-Undang.

. Rumusan M asalah

1. Bagaimana pengaturan pensiun pekerja swasta dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia Sebelum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?

2. Bagaimana.pengaturan pensiun pekerja swasta..di.lndonesia menurut
Undang-Undang Nemor. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerjamenjadi Undang-Undang?

. Tujuan Pendlitian

1. Untuk Menganalisis Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta dalam Perundang-
Undangan di Indonesia Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.



2. Untuk Mengeanalisis dan Menganalisis Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta
di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis sangat berharap semoga penelitian ini bermanfaat:

1. Manfaat Untuk Akademis
a. Mengembangkan ilmu yang diperoleh. selama perkuliahan dan

membandingkan antara teori dan praktek program sesua Hukum
Tatanegara

b. Sebagai ' karya penelitian yang mengembangkan pembahasan dan
pemikiran peneliti.

c. Mempelgari lebih lanjut tentang Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta
Berdasarkan. Undang-Undang Negara Kesatuan. Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

d. Menyertakan literatur atau bahan kagjian ilmiah yang dapat digunakan
dalam studi pascasarjana dan penelitian.

2. Manfaat Secara Praktis
a. Memberikan masukan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan

pada khususnya tentang Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan



Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang
b. Untuk memberikan pemberitahuan dan informasi bagi masyarakat luas
tentang Pengaturan Pensiuns Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-
Undang Negara Kesatuan Republik. Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
c. Hasil penélitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi
penulis, khususnya bidang Hukum Tata Negara
E. Kerangka Teoretik
Di dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan beberapa teori
yaitu.sebagai berikut:
1. Teori Perundang-Undangan
Teori Hierarki merupakan teori yang mengena sistem hukum yang
diperkenalkan olelh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum
merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang.” Teori Hans
Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl
dengan menggunakan teori das doppelte rech stanilitz, yaitu norma hukum
memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas

ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma

4 Asshiddigie, Jimly, dan Safa*at, M. Ali, Theory Hans KelsenTentang Hukum, Cet I,
Sekretariat Jendreral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, him.110



hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma

yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku

(rechkracht) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu

tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehungga apabila norma

hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma

hukum yang berada dibawahnya.tercabut atau terhapus pula® Attamimi

menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan

teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, siruktur tata hukum Indonesia

adalah:®

a. Saatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).

b. Staatsgrundgesetz. Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvens
K etatanegaraan.

c. Formell gesetz Undang-Undang.

d.. Verordnung.en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai. dari Peraturan
Pemerintah hingga Keputusan Bupati' ataur'\Walikota.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, dalam Pasal 7
menyebutkan jenis dan hierarki Peraiuran Perundang-undangan terdiri atas
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan
Maelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

5 Farida, Maria, |Imu Perundang-Undangan, Kanisius, Y ogyakarta. 1998, him. 25
6 Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita 1V, Disertasi Ilmu Hukum
Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, him.287.



Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu perundang-
undangan antara lain adalah Peter Noll (1973) dengan istilah Gesetz
gebungslehre, Jurgen Roodig (1975) dengan istilah wetgevingsleer atau
wetgevingskunde, dan W.G. van der Velden (1988) dengan istilah
wetgevingstheorie, 1lmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gesetz
gebungswissenschaft) atau scienee of legislation (wetgevingswetenschap)
merupakan ilmu interdisipliner yang mempelgari tentang pembentukan
peraturan negara.’ Sedangkan di Indonesia digjukan olen A. Hamid S.
Attamimi (1975) dengan istilah 1lmu Pengetahuan Perundang-undangan.®
[Imu tersebut mel ahirkan istilah Perundang-undangan yang sekarang banyak
digunakan ‘dalam ilmu hukum. Menurut Bagir Manani yang mengutip
pendapat P.J.P tentang kadar air suatu bahan, beliau menjelaskan pengertian
peraturan perundang-undangan dalam arti materiil, yang sifatnya antaralain
misalnya.’

a. Norma hukum adalah keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan
tertulis, maka peraturannya adalah peraturan tertulis (geschrevenrecht,
hukum tertulis)

b. Perintah legislatif terdiri dari pejabat atau jabatan (badan, lembaga) yang
mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan “perintah” yang berlaku bagi

masyarakat umum atau bersifat (umumnya) mengikat.

hal 1-6

7 Maria Farida Indrat Soeprapto, IImu Perundang-undangan,Y ogyakarta: Kanisius, 2007,

8 Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Bandung: Penerbit Mandar

Maju, 1989, hal .1-2.

9 Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogya

karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke1 hal. 5



Peraturan perundang-undangan pada umumnya bersifat mengikat dan
tidak selalu dimaksudkan untuk mengikat semua orang. Mengikat secara
umum hanya berarti ketentuan undang-undang tersebut tidak berlaku
terhadap peristiwa atau orang tertentu.

a. Maria Farida Indrati Soeprapto mengemukakan bahwa istilah peraturan
perundang-undangan (legislasi, wetgeving atau gezetz gebbung)
mempunyai dua pengertian:

b. Perundang-undangan adalah pembuatan/persetujuan peraturan nasional
baik di tingkat pusat maupun daerah. Sedangkan perbuatan hukum adalah
segala perbuatan nasional yang merupakan hasil  pengembangan
peraturan di tingkat pusat dan daerah.

2. Teori Perjanjian Kerja

Istilah perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa
inggris..yaitu_contract law, sedangakn dalam. bahasa. Belanda disebut
overeenscomsrecht."Menurut Salim H.S, perjanjian /atau kontrak kerja
adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain
atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk mel aksanakan suatu hal .1

Bentuk perjanjian itu berupa suaiu rangkaian perkataan Yyang
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
Kontrak atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak atau
persetujuan (contract or agreenment) yang diatur dalam Buku 111 bab kedua

KUHPerdata (BW) Indonesia, sama sgja dengan pengertian perjanjian.

10 Salim, HS, “Perkembangan hukum jaminan di Indonesia”, 2007, Jakarta, Raja Grafindo
Persada, Hal. 57.



Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang
atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontrak adalah berkenaan
dengan sewa menyewa sesuatu dengan dasar perjanjian yang disepakati
kedua belah pihak dalam waktu tertentu, perjanjian dalam perdagangan.
Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara
lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak
tertentu yang memuat sSyarat-syarat kerja, shak dan kewagjiban. Setiap
perusahaan wajib memberikan kontrak kerja dihari. pertama anda bekerja.
Dalam kontrak kerja biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak
mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang
K etenagakerjaan yang berlaku di Indonesia

Dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang
dinamakan.perikatan. Setigp perjanjian itu_akan. menimbulkan suatu
perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya,
pada hakekatnya perjanjian itu adalah suatu rangkaian perkataan yang
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.!
Perjanjian, terdiri aias kontrak kerja/perjanjian kerja, perjanjian kerja
bersama, dan perjanjian perusahaan.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan

pekerja/lburuh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunya unsur

11 Koko Kosidin 2002. “Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan”.
Bandung: Mandar Maju. Hal. 4
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pekerjaan, upah, dan perintah.’?> Hubungan kerja terjadi karena adanya
perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yaitu suatu perjanjian dimana
pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan diri untuk bekerja menerima upah
pada pihak lainnya yaitu pengusaha dan pihak pekerja mengikatkan diri
untuk melakukan pekerjaan di bawah pimpinan pengusaha. Pasal 1 angka 14
Undang-Undang Nomor 13¢ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menjelaskan bahwa “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau
buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. yang memuat syarat syarat
kerja, hak dan kewajiban para pihak”.

Wiwoho Soedjono menyebutkan bahwa “perjanjian kerja adalah suatu
perjanjian antara orang perorang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai
pengusaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan
upah”. Sedangkan Lalu Husni menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah
“suatu perjanjian_dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada
pihak lain, s majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan
menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan s buruh dengan

membayar upah”.

F. Penditian Yang Relevan

1.

Jurnal Penelitian Rudy Indratno berjudul Perbandingan Hukum Usia
Pensiun Pegawai Swasta dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

dan Malaysia, hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan Malaysia

Hal.4.

12 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

13 Lalu Husni, 2000. “Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia”. Jakarta: Raja Grafindo

Persada. Hal. 51.
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khususnya mengenai pensiunnya pekerja sektor swasta di Indonesia dan
Malaysia. Fokus komparatif pada rekonstruksi hukum dan dibangun
berdasarkan perbandingan mikro. Metode hukum normatif dan pendekatan
legidlatif, hukum komparatif dan konseptual digunakan dalam penyusunan
majalah ini. bahwa undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia belum
memiliki peraturan usia pensiuntyang ketat, sehingga dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi pemberi kerja dan pekerja, sedangkan Kergjaan
Malaysia sudah memiliki peraturan usia pensiun. diatur secara ketat oleh
UU 753/2012.%

2. Penelitian dilakukan oleh Anne G Balter, Maene Kallestrup-Domba Dan
Jesper Rangvid dengan judul Variabilitas produk pensiun: studi
perbandingan antara Belanda dan Denmark berisikan tentang Sistem
pensiun Denmark dan Belanda sering disebut sebagai “yang terbaik di
dunia”.. Kami_membandingkan sistem pensiun..dan. produk. pensiun di
Denmark dan Belanda. Kami fokus pada perubahan yang terjadi di kedua
negara, dari produk pensiun dengan tingkat ristko yang relatif rendah bagi
pesertanya menjadi produk pensiun dengan risiko lebih besar namun
ekspektasi imba hasil yang lebih tinggi. Kami mengakhirinya dengan
mengambil pelgjaran yang relevan untuk diskusi di banyak negara.'®

3. Artikel Penulis Buku Hukum Agus Suprayogi yang Berjudul “Hukum

Ketenagakerjaan Perbedaan Sistem Civil Law dan Common Law” Studi

% Rudy Indratno , Mochamad Muchlis, Zaki Fathullah, 2021, Perbandingan Hukum
Mengenai Batas Usia Pensiun Bagi Pekerja Di Sektor Swasta Dalam Sstem Hukum
Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Malaysia Fakultas Hukum Universitas Airlangga

15 Anne G Balter,Maene Kallestrup-Domba Dan Jesper Rangvid, 2020m Variabilitas
produk pensiun: studi perbandingan antara Belanda dan Denmark, Cambridge University Press
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Kasus Singapura dan Indonesia Meliputi Tentang Sumber hukum dalam
bidang Hukum K etenagakerjaan ada dua macam, yaitu: hukum otonom dan
hukum heteronom. Apa standar hukum. Yang pertama adalah banyaknya
peraturan antara pihak-pihak yang melakukan hubungan kerja, yaitu. pekerja
atau serikat pekerja dan kontraktor atau pemberi kerja. Misalnya kontrak
kerja, peraturan perusahaan, .dan kesepakatan bersama. Kedua, undang-
undang yang dibuat oleh pihak ketiga di luar pihak-pihak yang terlibat
dalam hubungan kerja. Misalnya sgja di Indonesia, peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No.
02, 2004. Jika kedua tradisi hukum tersebut digabung menjadi dua sumber
hukum perburuhan, maka di negara-negara yang menganut tradisi hukum
Common Law, sumber utama hukum perburuhan sebagian besar adalah
hukum otonom. Di negara-negara dengan tradisi porcivic, peraturan
biasanya. bersifat heteronom. Undang-undang ketenagakerjaan bukanlah
undang-undang yang netral dan independen, sehingga pemerintah harus
melakukan intervensi untuk melindungi pekerja yang rentan. Singapura
(common law) diatur dengan undang-undang ketenagakerjaan yaitu
Employment Act 1968. Employment Act 1968 merupakan kelanjutan dari
sejumlah peraturan yang dibuat oleh penguasa kolonial (Inggris), antaralain
Employment Regulation 1957, Shopkeepers Employment Regulations 1957

dan Peraturan K etenagakerjaan Panitera pada tahun 19576

16 Agus Suprayogi,2019, Perbedaan Hukum Perburuhan Di Negara Dengan Sistem Hukum
Civil Law Dan Common Law Studi Kasus Singapura Dan Indonesia Fakultas Hukum Universitas
Esa Unggul
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4. Jurnal Ilmiah Muhammad Ridhwan Galela dengan judul “Analisis
Penyel enggaraan Jaminan Pensiun Harapan dan Tantangan Implementasi PP
No. 45 tahun 2015, berisikan tentang Selain diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945, program jaminan pensiun bagi seluruh warga negara
menjadi suatu kebutuhan mengingat proyeksi demografi Indonesia yang
menunjukkan perubahan signifikan struktur penduduk Indonesia. Proyeks
demografi menunjukkan rasio ketergantungan yang semakin tinggi akibat
usia harapan hidup yang semakin tinggi dan fertilitas wanita yang semakin
menurun. Mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah
mengimplementasikan program jaminan pensiun nasiona  dengan
menerbitkan PP No. 45 Tahun 2015. Namun demikian, terdapat beberapa
masalah dalam pelaksanaan program tersebut. Permasalahan yang
berhubungan dengan keuangan negara adalah timbulnya risiko fiskal akibat
ketidakseimbangan jumlah dana yang berasal dari iuran. dengan kewajiban
pembayaran manfaat pensiun. Dari sisi operasional, kekhawatiran muncul
dari kemampuan pengelola dalam implementas tata kelola yang baik dan
kemampuan dalam menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang
memadai. Selain itu, pekerja sektor informal dan para wanita perlu
mendapat perhatian lebih dalam program jaminan pensiun.t’

5. Jurnal Oleh Juliana Dutabella Lemek yang berjudul “Pelaksanaan Jaminan

Ketenagakerjaan Yang Diselenggarakan Oleh Bpjs Ketenagakerjaan Bagi

17 Muhammad Ridhwan Galela, Analisis Penyelenggaraan Jaminan Pensiun Harapan dan
Tantangan Implementasi PP No. 45 tahun 2015, Kepala Subbidang Seleksi dan Penempatan,
Bidang Pengelolaan Beasiswa, Pusdiklat Pengembangan SDM
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Pekerja Di Pt Galang Press Yogyakarta” meliputi Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui sgauh mana implementass Jaminan
K etenagakerjaan dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan
Jaminan Ketenagakerjaan. Pendlitian ini merupakan penelitian hukum
empiris dengan pandangan hukum dalam arti sebenarnya dan mengkaji
bagaimana bekerjanya lingkungan hukum masyarakat. Penelitian ini
dilakukan langsung kepada responden sebagai data primer yang didukung
oleh data sekunder yang terdiri dari bahan. hukum primer dan hukum
sekunder. Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis analisis
kualitatif untuk mengidentifikasi aturan-aturan hukum, perkembangan
hukum, dan fakta sosiad guna memperoleh gambaran mengenai
permasalahan yang diteliti. Sesual dengan tujuan yang telah ditetapkan
BPJS Ketenagakerjaan selaras dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor..24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara. Jaminan Sosial
mengatur bahwa pengusaha dan pekerja wajib mendaftar secara bertahap
sesual dengan jaminan sosia BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya aturan
yang tegas bahwa pemberi kerja waib mendaftarkan pekerjanya ke dalam
BPJS Ketenagakerjaan untuk memenuhi setiap hak pekerjanya, namun pada
kenyataannya masih banyak pengusaha yang belum sepenuhnya
mendaftarkan pekerjanya ke dalam skema jaminan sosia yang
disdlenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, seperti PT. Galang Pers
Yogyakarta. Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh, dapat

dismpulkan bahwa PT Gaang Press Yogyakarta belum sepenuhnya
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mel aksanakan Jaminan K etenagakerjaan bagi Pekerja yang diselenggarakan
oleh BPJS K etenagakerjaan.®
Berdasarkan lima penelitian di atas Penelitian berupa Pengaturan Pensiun
Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2.T ahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang maka didapat kesimpulan. bahwa adanya sebuah kesepakatan
menimbulkan adanya perjanjian guna menjamin. adanya hak dan kewagjiban
bagi pegawal swasta di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penditian-
penelitian terdahulu, dimana perbedaannya terletak pada pembahasan tentang
pekerja swasta yang baru didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023
tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini membahas tentang pensiun lebih
spesifik dan mendalam dalam mengulas bagaimana undang-undang tersebut
secara...khusus___mengatur pensiun. Sementara...penelitian. terdahulu
pembahasannya |ebih umum atau menyeluruh dalam mengkaji berbagai aspek
ketenagakerjaan, termasuk pensi un.
G.Metode Penédlitian
1. JenisPendlitian
Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
yang dilakukan secara langsung.®maksudnya adalah penelitian yang

berfokus secara langsung kepada teks-teks hukum yang bertujuan untuk

18 Juliana Dutabella Lemek, Pelaksanaan Jaminan K etenagakerjaan Y ang Diselenggarakan
Oleh Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Pt Galang Press Y ogyakarta, Hukum Ekonomi Dan
Bisnis Universitas Atma Jaya Y ogyakarta

19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2006,, Hal.51
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tujuan menganalisis pengaturan pensiun pekerja swasta berdasarkan
undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta

kerja menjadi undang-undang

. Pendekatan Pendlitian

Pendekatan ini mengggunakanbeberapa pedekatan yang meliputi®

a. Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan perundang-undangan
dalam konteks penelitian atau analisis hukum merujuk pada metode yang
digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan. menganalisis teks-teks
hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan
kebijakan hukum lainnya. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena
sesua dengan objek penelitian yaitu undang-undang, peraturan
perundang-undangan dan kebijakan hukum tertentu. Dalam penélitian ini
pendekatan._perundang-undangan merupakan pendekatan. yang menelaah
peraturan perundang-undangan yang ada dan bertujuan untuk melakukan
penelitian terkait Pengeturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan
Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2023 Tentang Penetapan Peraiuran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang.

b. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu cara atau

metode untuk memahami dan menganalisis suatu topik atau fenomena

56.

2 Muhaimin. Metode Penelitian Hukum, Unram Press, Nusa Tenggara Barat, 2022, him.
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dengan fokus pada konsep inti yang mendasarinya. Dalam konteks
penelitian pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman yang
mendalam tentang konsep-konsep yang relevan dan bagaimana konsep-
konsep tersebut saling berhubungan. Peneliti menggunakan pendekatan
ini dikarenakan dapat membantu kita mengembangkan pemikiran yang
lebih kritis dan analitis terhadap berbagai fenomena yang ada.

c. Pendekatan Komparatif, Pendekatan ini merupakan pendekatan yang
mencari hasil . baru bak daam sistem- hukum maupun ketentuan
Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang
Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Sumber Bahan Hukum
Untuk.menjamin keakuratan bahan hukum.yang.digunakan dalam
pekerjaan ini, digunakan dua jenis sumber bahan hukum, yaitu bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut uraian singkat mengenai
bahan hukum yang bersangkutan:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang paling
penting.?* Y aitu bahaan-bahaan hukum yang bersifat meangikat. Karena

dikeluarkan oleh pemerintaah.?? Undang-Undang berikut ini termasuk

2l Soerjono Soekanto dan Sti Mahmudji. “Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan
singkat”(Jakarta:Raja Grafindo,1995),hlm.13

2 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum,2004, Jakarta: Cetakan Keempat, Rineka
Cipta, HIm.103.
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sebagai bahan hukum utama?yang berkaitan dengan pengaturan
pensiun:
1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan
2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional
3) Undang-Undang Nomor 241 ahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun2023.tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
CiptaKerja menjadi Undang-Undang.
b. Bahan Hukum Sekunder
Yakni bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan
hukum primer. Bahan hukum sekunder untuk tugas penelitian meliputi
hasil_teori, pendapat hukum, doktrin, artikel _hasil._penelitian, hasil
penelitian, disertasi, jurnal, dan /lain-lain, yang berkaitan dengan
penelitian pengaturan pensiun.
4. Teknik Pengumpulan Data
Selama melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa langkah
dadam  pengumpulan bahan  hukum  yaitu  menginventarisas,
mengklasifikasikan dan mengelompokkan bahan hukum tersebut.
Mengumpulkan literatur yang relevan dan mengumpulkan undang-undang

dan peraturan adalah inventarisasinya. Klasifikasi dan penyusunan bahan

B Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”,(jakarta:Kencana Prenada Media
Group,2011),him.141
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hukum merupakan suatu langkah dalam pengklasifikasian bahan hukum
untuk tujuan penelitian yang obyektif dan akurat. Analisis bahan hukum
menganalisis informasi dari bahan hukum vyang berkualitas untuk
memberikan wawasan mengenai respon terhadap hasil Pengaturan Pensiun
Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023+ entang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Wndang.
5. Teknik Analisis Data

Sesual dengan karakteristik pendekatan yang digunakan, teknik
analisis bahan hukum merupakan teknik interaktif. Teknik interaktif antara
lain mereduks informasi, menyajikan informasi dan tentunya menarik
kesimpulan®® ini adalah teknik oleh Mattew B Milles dan A Michadl
Huberman.. Reduks data merupakan suatu..proses..pengkategorian,
penyaluran dan non-pemanfaatan,; yang tidak’ esensia ketika
menggabungkan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram, tabel,
grafik, dan lain-lain.

Dengan menggunakan teknik interaktif, penditian ini juga dianalisis
menggunakan logika penalaran deduktif?® yakni menarik kesimpulan dari
hal yang umum ke hal yang khusus dalam mencari kebenaran, Sehingga kita

dapat menarik Kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.

2 Milles dan Huberman, 1992 “Analisis Data Kualitatif”* (Jakarta: Universitas Indonesia
Press,), 16.

% Suteki dan Galang Taufani, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan
Praktik” Ed 1, Cet 3 (Depok: Rajawalu Pers,), 267.
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H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang bertujuan untuk
memudahkan pembacaan dan pemahaman mengenai arah dan tujuan penelitian
ini, terlebih dahulu peneliti menjelaskan langkah-langkah penelitiannya, antara
lain sebagai berikut:

Bab pertama merupakan spendahuluan yang memuat latar belakang
masal ah, rumusan masal ah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, kerangka
teori, metode penelitian dan sistem penulisan.

Bab kedua beris tentang landasan teori yang memuat teori-teori.
Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta.

Bab ketiga menjelaskan Pengaturan Pensiun Bagi Pekerja Swasta dalam
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebelum Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang.Nomor. 2 Tahun 2022 tentang Cipta K erja menjadi. Undang-Undang.

Bab Empat berisikan tentang analisis yang memuat pengaturan pensiun
pekerja swasta di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Bab lima merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran

dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat Kesimpulan mengenai
penelitian ini yaitu Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 Tentang Cipta Kerja makaspengaturan pensiun pekerja swasta di
Indonesia ada beberapa peraturan “yang:didalam Undang-Undang tersebut
sudah sesuai dengan-Undang-Undang Nomor 6-Tahun 2023 mengenai batas
usia, jenis jaminan sosial, kewagjiban perusahaan, pengelolaan dana, dan
manfaat pensiun. Tetapi ada juga yang tidak sesual dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023, yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Dimana dalam Undang-Undang tersebut kewajiban
pengusaha, pengusaha memberikan pensiun itu diwgjibkan. Sedangkan dalam
Undang-Undang..nomor 6 Tahun 2023 tidak ada.menunjukkan kewajiban
kepada pengusaha untuk memberikan pensiun. Maka perlu adanya penyesuaian
yaitu pada Undang-Undang Nomor 13, Tahun 2003 oleh karena itu harusnya
ada perbaikan untuk aturan tersebut agar febih baik dan dapat menyesuaikan.

Andisisini juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tahun
2023 memiliki kelebihan dalam struktur pengaturan jaminan pensiun bagi
pekerja swasta. Undang-undang ini lebih mampu untuk menerima perbedaan
pandangan dari berbagai pihak terkait aturan pensiun. Oleh karena itu,
harusnya ada perbaikan untuk memperbaiki atau menyesuaikan undang-undang

yang sudah ada agar lebih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6
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Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal ini penting agar penerapan undang-

undang dapat berjalan dengan lebih baik dan adil bagi semua pihak yang

terlibat.

. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka peneliti memberikan saran:

1. Sebaiknya peraturan dibuat secara khusus dan spesifik agar tidak terjadi
beda penafsiran

2. Peraturan yang diperuntukkan untuk buruh sebaiknya lebih diperhatikan
karena bayaknya jumlah buruh yang adadi Indonesia

3. Hak pensiun memberikan jaminan kepada buruh untuk mempersiapkan hari

tua
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